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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia tidak lepas dari pengaruh 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pengaruh yang datang dari 

negara-negara maju. Kemudahan dalam segala aspek kehidupan didorong secara 

ekstra pesat oleh sistem informasi dan komunikasi beserta permasalahannya di 

berbagai bidang yang didukung oleh teknologi canggih. Dalam dua dasawarsa 

terakhir, kemajuan dan perkembangan sosial budaya telah mencapai titik yang

menakjubkan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berdampak dalam dua

belahan yang tidak sama, yaitu ada yang berdampak positif dan memberikan 

kesejahteraan hidup manusia dan di belahan lain yang berdampak negatif yang dapat 

menghancurkan masa depan generasi bangsa. Sisi kedua yang membawa kehancuran 

tersebut sebenarnya juga hasil teknologi canggih didunia medis yaitu “Narkotika”.

Namun, hasil teknologi yang gemilang ini sifat dan karakternya telah 

disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan 

komoditas bisnis haram” yang monopolis dan memberikan keuntungan yang besar 

bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Mulai dari produsen, pengedar, dan 

pemakai (korban) adalah salah satu jenis tindak kriminal yang sangat berat, apalagi



sebatiai korban (\ ielim) jumlahnya meningkat sungai draslis setiap lahun tei masuk di

Indonesia.

Bahaya penvalahgunaaan narkoba merupakan bahaya yang sangai buruk 
dampaknya bukan saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi umat manusia. 
Korban-korban penvalahguanaan narkotika ini sebagian besar dari generasi muda, 
yang berarti dampak negatif dari pemakai narkoba itu sangat serius, karena secara 
lansung merusak generasi-generasi harapan bangsa d i masa yang akan datang. 
Diantara negara-negara di ASKAN, konon Indonesia-lah yang penegak hukumnya 
paling “berbaik hati” terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.1

Narkotika merupakan salah satu racun yang membunuh secara perlahan dan

sangat merusak generasi suatu bangsa. Apabila hal ini terus-menerus berlangsung.

maka yang terjadi adalah hilangnya generasi suatu bangsa untuk kurun waktu

mendatang. Narkotika adalah racun yang memberi kenikmatan terhadap pemakainya

yang mudah dan cepat pengaruhnya dalam tujuan mewujudkan hilangnya suatu

generasi bangsa (los t general ion). Karena itu peredaran narkotika terutama di

Indonesia harus segera ditanggulangi dan terhadap pelaku pengedar narkoba dan juga 

pemakainya harus diberikan sanksi yang berat baik berupa pidana penjara maupun 

sanksi pidana denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat berguna bagi 

manusia, terutama dibidang kesehatan, bahan-bahan narkotika tidak boleh diperjual 

belikan secara sembarangan dikarenakan sifatnya yang berbahaya dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Akan tetapi dewasa ini narkotika semakin banvak 

diperjual belikan secara gelap terutama dikalangan anak-anak muda.

Achmad Ali J 998. Keterpurukan ] Jiikiim_diJndoncsia (Penyelesaian dan Solusinya). Alumni. 
Bandung, hlm. 84.



Narkoba scdikil demi sedikit mulai masuk kepasaran Indonesia sekitar tahun 

1960- an. hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada diantara 

dua benua, yaitu Asia dan Australia dan persilangan dua benua ini merupakan jalur 

lalu lintas perdagangan yang ramai serta potensial. Semula Indonesia bukan 

merupakan target wilayah pemasaran narkoba, melainkan hanya sebagai daerah 

transit. Tetapi karena terus menerus dijadikan daerah transit dimana kian hari para 

pengedar kian giat mempelajari seluk beluk maupun karakteristik pertumbuhan di 

Indonesia, maka perlahan tapi pasti pada gilirannya narkoba telah mempengaruhi

kehidupan generasi. Seperti diketahui juga oleh para sindikat internasional, penghasil

utama narkoba yang dikenal dengan sebulan Golden Triangel yang meliputi wilayah

Thailand, Myanmar dan Laos yang berdekatan dengan Indonesia. Sudah tentu apabila 

dihitung secara ekonomis para sindikat narkoba Internasional itu tidak terlalu besar 

mengeluarkan biaya akomodasi maupun transportasi. Menurut kepala pelaksanaan 

Harian BNN Komjen Polisi Sutanto bahwa Indonesia bukan lagi menjadi daerah 

transit, tetapi sudah menjadi tujuan utama.2

Dalam penanggulangan peredaran narkoba petugas mengalami banyak kesulitan, 

dikarenakan semakin rapinya para pengedar narkotika dalam melakukan operasinya. 

Meskipun tidak sedikit pengedar maupun pemakai narkotika yang berhasil ditangkap 

oleh petugas, tetapi narkotika seperti tidak ada habisnya beredar di kalangan 

penggunanya dan selalu menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

2 MinPPI! Paoi Onlin/. OO of\ri I I ndnnorio ' \ f
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Didalam Pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang 

narkotika ditegaskan bahwa narkotika hanya boleh beredar dalam bentuk obat dan 

hanya dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengtahuan saja. 

Pembatasan tersebut dilakukan mengingat bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian 

obat-obatan dimaksud sangat besar, yang pada dasarnya dapat mempengaruhi 

ketahanan nasional. Selain itu juga dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 

diatur tentang produksi, penyimpangan dan pelaporan, impor dan ekspor, 

pengangkutan, pemeriksaan, peredaran, penyaluran, pengobatan dan rehabilitasi, 

pembinaan dan pengawasan, peranserta masyarakat, penuntutan dimuka persidangan,

serta ketentuan pidananya. Dalam hal penuntutan pidana terhadap pelaku pengedar

narkotika hakim memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hukum dapat

ditegakkan dan terciptanya suatu keadilan. Akan tetapi hakim juga sering mengalami 

kendala-kendala dalam mengadili terdakwa kasus narkotika disebabkan anlaralain 

sangat sulit untuk mengklasifikasikan antara pemakai dengan pengedar narkotika.

Selain merumuskan tentang pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika, Undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini juga menyertakan ancaman 

pidana denda secara kumulatif. Kumulatif maksudnya menjatuhkan kedua 

pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama 

(imperatif). Pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

dalam Undang-undang ini jumlahnya tergolong besar, bahkan bisa mencapai 

milyaran rupiah. Pidana denda ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap

macam

a,
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pelaku sekaligus pengganti kerugian negara atas peredaran gelap narkotika tersebut. 

Apabila ancaman pidana denda ini benar-benar diterapkan oleh hakim dalam 

menangani kasus narkotika maka pelaku tindak pidana narkotika akan mendapatkan 

sanksi yang sangat berat.

Untuk kemudahannya maka narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu 

golongan I, golongan II, golongan III, hal ini tercantum dalam dalam daftar nama 

obat-obatan yang dilarang beredar secara bebas didalam undang-undang nomor 22 

tahun 1997 tentang narkotika.

Apabila ukurannya harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang 

dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dalam Konsep rancangan 

KUI IP Buku I KUI IP, maka tujuan penjatuhan pidana dirumuskan sebagai berikut :

a. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demkian menjadikan

orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana3

Dengan uraian diatas jelaslah bahwa apabila berorientasi pada tujuan pidana 

menurut konsep diatas, dalam penelitian mengenai penjatuhan pidana yang dalam hal

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana. Alumni, Bandung, 
hlm 24.
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ini dalah pidana denda yang perlu dicari ialah sampai seberapa jauh pengaruh pidana 

itu terhadap:

a. Si terpidana

b. Calon pembuat atau pembuat potensil

c. masyarakat4

Apabila ditinjau lagi masalah pemidanaan yang dilihat dari sudut penegakan 

hukum tersimpul pula dari pendapat W. Clifford yang menyatakan : “Peningkatan 

kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian mengenai tidak efesiennya stuktur 

penyelenggaraan hukum pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme untuk 

mencegah kejahatan”.5

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 sangat jelas merumuskan pidana 

denda yang jumlahnya sangat besar, yaitu didalam Bab XII tentang Ketentuan

Pidana, salah satu contoh pada Pasal 78, berbunyi :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, 

atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau

b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai 

narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

4 Ibid, halaman 102.
5 Ibid, halaman 90.

1
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(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayal (1) didahului dengan 

permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun denda dan paling sedikit 25.000.000.00 

(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah).

Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa yang tanpa hak dan melawan hukum :

a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dari contoh pasal-pasal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam beberapa pasal dari 

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 telah memberikan batasan minimal jumlah 

denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun tidak 

pidana denda dalam undang-undang ini yang dirumuskan batasan pidana denda 

minimalnya, kebanyakan dalam pasal-pasalnya hanya merumuskan batasan denda 

maksimal.

semua

Dalam Pasal 100 undang-undang No.22 tahun 1997 menegaskan bahwa “apabila 

putusan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat
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dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, Dijatuhkan pidana kurungan pengganti 

denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Meskipun dalam ketentuan pasal undang-undang ini memuat putusan pidana 

badan dan denda secara tegas, tetapi dalam praktiknya ada yang tidak terpenuhi. 

Hakim lebih sering hanya menjatuhkan putusan pidana badan terhadap pelaku tindak

pidana narkotika.

Pidana denda mempunyai nilai ekonomis, artinya berhubungan dengan

pemasukan uang ke kas negara. Berbeda dengan pidana penjara, untuk

pelaksanaannya negara harus mengeluarkan sejumlah uang. “Disamping itu

berdasarkan hasil penelitian dan studi perbandingan mengenai penjatuhan pidana 

diluar negeri Diperoleh hasil, bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang 

paling efektif’.6

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 merumuskan kebijakan pidana denda 

yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang tentang tindak pidana narkotika 

sebelumnya, namun demikian kebijakan meningkatkan pidana denda ini tidak 

dibarengi dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana 

denda, untuk pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan 

Pasal 31 KUHP. Dimana Pasal 30 KUHP itu intinya menyebutkan mengganti pidana 

denda yang tidak dibayar dengan pidana kurungan pengganti denda, dimana pidana 

kurungan pengganti denda yang harus dijalani adalah paling lama enam bulan dan 

delapan bulan dengan pemberatan dan pembarengan.

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 112.
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Berikut ini adalah tabel yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika7:

Tabel 1.1
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

HukumanjumlahJenisTerdakwa

6,5 bulan5,25 gramGanjaWilson Silhem

5 tahun denda Rp. 
500.000

GanjaWajimun

Satu amplop 4 bulanGanjaAheng Suhendar

Satu amplop 3 bulanFauzi Sam Ganja

3 tahunDina Rosdiana Ganja 3,6 gram

Dhani 2 tahun, dipecat dari 
ABRI

Ganja

Muh Husein Ganja 1,5 thn dan denda 
Rp. 400.000,-

22 amplop

Herry Sobari Ganja Satu ons 34 bulan dan denda 
Rp. 5 juta

Elen Maulana Ganja 10 pot 4 tahun dan denda 
Rp. 500.000

Ayodya P Cobay Heroin 12,19 kg Mati

Sealow Prasert Heroin 12,19 kg Mati

Tam Tuck Yin Heroin 29 kg Mati

Mustafa Abdu G Heroin 600 gram 18 tahun

Tossy W/bayaki y Heroin 8 gram 6 bulan percobaan 
1 tahun

7 O.C Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2001, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, alumni, 
bandung, hlm. 240.
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Berdasarkan tabel dialas, kenyataannya sangat jarang ditemukan penyelesaian 

kasus narkotika di pengadilan dimana hakim menjatuhkan putusan pidana berupa 

denda yang berjumlah besar seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang nomor 

22 tahun 1997, bahkan ada putusan yang sama sekali tidak menjatuhkan pidana badan 

dan denda secara kumulatif, dan bila terhadap pelaku tersebut itu dijatuhi pidana

dendapun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan yang dirumuskan dalam

undang-undang nomor 22 tahun 1997.

Dari uraian tersebut jelas bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan

legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan

umum KUHP maka tidak akan banyak artinya kebijakan menaikkan jumlah ancaman

denda seperti yang terdapat pada ketentuan pidana denda dalam Undang-undang

nomor 22 tahun 1997.

Karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang penyelesaian kasus narkotika dalam rangka penyelesaian tugas

akhir di fakultas hukum dengan judul “STUDI PENJATUHAN SANKSI PIDANA

DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997”.
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B. Permasalahan

a. Bagaimanakah penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana narkotika?

b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penjatuhan pidana denda 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam menjatuhkan sanksi pidana

denda dalam kasus narkotika sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun

1997

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi 

keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan penegak 

hukum pada khususnya dalam menanggulangi kejahatan narkotika di tingkat 

pengadilan dan juga sebagai pengetahuan hukum dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat.

b. Secara Praktis
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Sebagai sumbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam 

memberantas tindak pidana narkotika, terutama tentang penjatuhan pidana

denda.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini 

serta untuk membatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang 

diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai pidana 

denda tindak pidana narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif Analisis, yaitu bermaksud menerangkan atau

menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian dan kemudian

dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data sekunder; yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan atau studi dokumentasi bahan hukum, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu : Undang-undang Nomor 22 tahun 

1997 tentang narkotika, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP).
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b. Bahan Hukum Sekunder duiantaranya yaitu : Asas-asas Hukum dan Doktrin-

doktrin hukum tertentu.

c. Bahan Hukum tersier diantaranya yaitu : Buku-buku. Majalah, Jurnal. Kamus.

dan Makalah.

Sebagai data pendukung dilakukan wawancara berstruktur dengan menggunakan

daftar pertanyaan sebagai pelengkap.

3. Analisa data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan

metode analisis data kualitatif, serta menyajikan argumen-argumen untuk

mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian, sehingga pada konklusi akhir

permasalahan tersebut dapat dijawab.

/
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